Jokowli Beberkan Kronologi
Revisli UU KPK: Inisiatif DPR,
Bukan Saya!
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ORINEWS.id — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo,
mengatakan tidak ada hubungan antara revisi Undang-Undang KPK
dengan upaya memuluskan Gibran Rakabuming sebagai wali kota
Solo dan Bobby Nasution sebagai wali kota Medan.

“Itu karangan cerita semua orang bisa membuat karangan cerita.
Hubungannya apa? Coba pakai logika. Masak mengegolkan hal
kecil pilihan wali kota yang benar saja. Logika kita pakai
lah,” kata dia saat ditemui di Kelana Coffee and Eatery, Rabu
(26/2/2025).

Undang-undang (UU) KPK hasil revisi tercatat dalam Lembaran
Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.

Gibran Rakabuming menjadi wali kota Solo pada 26 Februari
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2021-16 Juli 2024.

Sementara itu, Bobby Nasution menjadi wali kota Medan pada 26
Februari 2021-20 Februari 2025.

Menurut Jokowi, UU KPK murni inisiatif dari DPR.

Bahkan penyusunannya berkali-kali melalui jalan terjal hingga
akhirnya masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun
2019.

Jokowi mengklaim tidak pernah menandatangani UU KPK.
Namun, undang-undang tetap berlaku.

Akhirnya, RUU KPK tetap menjadi UU sesuai dengan aturan yang
berlaku.

Sebab, UU yang telah disetujui bersama (DPR dan pemerintah)
dan tidak ditandatangani presiden dalam waktu 30 hari secara
otomatis berlaku sebagai UU dan wajib diundangkan dalam
lembaran negara sesuai Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945.

“Tolong dilihat itu dicek ada beritanya semua. Sampai setelah
diundangkan saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Tapi kan
aturannya setelah 30 hari bisa berlaku,” ujarnya.

Dia meminta untuk menelusuri awal mula RUU KPK diajukan hingga
menjadi UU KPK hasil revisi.

“Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk
memasukkan RUU KPK ke Prolegnas. Saat 1itu terjadi
ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak
jadi. 2016-2018 ada upaya melakukan pembahasan itu tapi tidak
terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena semua fraksi
di DPR setuju,” terangnya.

Namun ia mengakui bahwa saat RUU KPK diusulkan, 1ia
menandatangani Surat Presiden Usulan Revisi UU KPK.

Ia menandatangani surat ini mempertimbangkan semua fraksi yang
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setuju diusulkannya revisi UU ini.

“Pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna. Semua
atas inisiatif DPR. Surpresnya itu kalau semua fraksi setuju
presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi. Tapi bukan
dari sini. Bukan saya mengejar-ngejar,” jelasnya.[]



